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PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) DI ERA DIGITAL
(Studi  Tentang  Pelaksanaan E-Voting  pada Pilkades di Kabupaten Pemalang)
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Abstract
The implementation of Pilkades in 2018 was carried out in as many as 172 villages (77.47%) of 222 villages / kelurahan in Pemalang Regency was the first e-voting in Indonesia and could be implemented well. Pilkades as a fundamental political activity for villagers as a form of autonomy native to the Indonesian village, namely the community chooses its leaders directly, publicly, freely and confidentially.

The implementation of e-voting Pilkades in Pemalang District has provided learning that the use of information technology can improve the performance of Pilkades implementation. The use of information technology has increased the usability and results for the implementation of Pilkades, a transparent process that can be understood by all stakeholders in the region.
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A. Pendahuluan

Pemilihan kepala desa (Pilkades) di negara kita memiliki sejarah yang panjang sejalan dengan dinamika sosial politik dan kebijakan pengaturan tentang desa dan pemerintah desa (atau nama lain sesuai dengan sebutan lokal. Misalnya : sebutan desa  adalah Nagari di Sumatera Barat, Gappong di Aceh, Dadia di Bali, Kampung di Papua dan lain-lain).  Jauh sebelum Indonesia merdeka maka pemilihan kepala desa dan pemerintahan desa  telah terselenggara dengan mendasarkan diri pada  adat dan tradisi dalam masyarakat  serta kearifan lokal.  Secara umun desa  memiliki otonomi asli Indonesia sebagaimana diakui dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumbangan pemikiran Bapak Bangsa yaitu Drs. Muhammad Hatta (Mashuri Machab, 2004). 
Pada tahun 2018 diketahui secara nasional terdapat sebanyak 73.400 desa, baik bersifat desa administrasi maupun desa adat di negara kita dan masing-masing memiliki kewenangan  memilih kepala desa secara langsung, memiliki wakil rakyat (Badan Permusyawaratan Desa/BPD), kewenangan menetapkan peraturan desa/Perdes dan sumber-sumber pendapatan serta aset desa  berdasarkan Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Secara berlanjut pengakuan negara atas otonomi asli desa   telah ditegaskan dan diatur  dalam berbagai peraturan perundangan yang mengatur tentang desa.  Terdapat beberapa peraturan perundangan  yang mengatur tentang desa/ pemerintah desa yang pernah berlaku dalam sejarah panjang   di negara kita, sebagai berikut  :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang mengatur pula tentang keberadaan desa;

2. Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang mengatur pula tentang keberadaan desa;

3. Undang-Undang Nomor  18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk eralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah negara RI;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan secara khusus ditetapkan undang-undang tentang pemerintahan desa;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979  tentang  Pemerintahan Desa yang  mengatur  keberadaan desa dan kelembagaan desa secara seragam berdasarkan asumsi desa di Jawa.

Sejalan dengan perjalanan  reformasi politik di  negara kita pada tahun 1998 maka disusunlah kebijakan otonomi daerah secara seluas-luasnya  di kabupaten/kota. Maka titik berat otonomi daerah diletakkan di daerah.  Penyelenggaraan pemerintahan desa diatur berdasarkan pada peraturan  perundangan yang semakin diperbaiki, sebagai berikut  :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah yang mengatur pula tentang pemerintahan desa;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur berbagai bidang pemerintahan daerah, pemilihan kepaka daerah dan pemerintahan desa. 

3. Berlakunya Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinrahan Daerah dan  terlebih dahulu diberlakukan undang-undang tentang desa.

4. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (sedangkan kelurahan merupakan bagian dari Pemerintahan Kabupaten/Kota).  
Penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Maka keberhasilan pemilihan kepala desa  sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 31 -32  dinyatakan bahwa : pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten/kota dan penetapan pelaksanaan  Pilkades  dilakukan dengan berdasarkan Perda dan penetapan pelaksaaanya dengan SK Bupati/Walikota. 
Dengan demikian maka pelaksanaan Pilkades menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Pilkades pada tahun 2018 telah memanfaatkan teknologi informatika/TI sesuai dengan perkembangan era digital.  TI   sebagai langkah inovasi memanfaatkan TI  yang lebih ringkas, efisien dan  akurat dalam setiap tahap pelaksanaan Pemilihan kepala desa yang secara berkala dilaksanakan semua desa di Indonesia dan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  dilaksanakan secara serentak  oleh  Pemerintah Kabupaten/Kota. 
Proses awal dari rencana Pilkades dimulai dengan BPD memberitahukan kepada Kades mengenai akan berakahirnya masa jabatan secara tertulis (enam bulan) sebelum masa jabatannya berakhir. Kemudian BPD membentuk Panitia Pemilihan Kades terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa yang akan menjalankan tugas dalam pelaksanaan Pilkades. Tahapan proses pemilihan kepala desa telah dikemukakan dalam  Permendagri  Nomor 65 tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang diselenggarakan secara serentak di masing-masing kabupaten/kota.
Dalam  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan  desa menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional, sebagaimana  arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 dan ditegaskan dalam prioritas pembangunan dari daerah pinggiran (perdesaan dan kawasan perdesaan) dan daerah tertinggal (mengurangi kesenjangan/ pemerataan pembangunan secara nasional). Prioritas tersebut  termasuk kesungguhan dalam upaya meningkatkan  partisipasi politik warga desa dalam pembangunan politik, baik partisipasi politik maupun partisipasi   pembangunan desa  serta peran aktif lembaga-lembaga desa semakin penting bagi kelembagaan partisipasi masyarakat desa. 
B. Pilkades Menurut Undang-Undang Desa

Penyelenggaraan pemilihan kepala desa  merupakan pesta demokrasi  di desa oleh warga desa untuk secara mandiri memilih pemimpinnya sesuai dengan arahan  Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Memilih pemimpin mejadi alah satu langkah strategis bagi masa depan  desa yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan kebijakan alokasi dana desa dari Pemerintah Pusat, alokasi pendanaan pembangunan desa dari APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota. Diharapkan alokasi pendanaan pembangunan desa dapat memberikan daya ungkit bagi peningkatan dan akselerasi pembangunan desa di tahun-tahun mendatang.    

Mengapa Pilkades di Kabupaten Pemalang menarik  untuk  dikaji?  Hal ini karena Pilkades Tahun 2018 di Kabupaten Pemalang menjadi percontohan nasional, inovasi penyelenggaraan secara  electronic voting (e-voting),  transparansi,    meningkatnya akurasi data dan efisien  pemanfaatan anggaran dan capaian hasil  yang secara cepat dan  pelaksanaan diselesaikan  lebih cepat dan baik.
Pilkades di Kabupaten Pemalang difasilitasi oleh Kementerian dan Lembaga dari Pemerintah Pusat sebagai upaya “uji coba dan pembelajaran”  memperluas pelaksanaan secara nasional. Fasilitasi dari  kementerian dan lembaga, sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri yang melengkapi dengan kelembagaan dan regulasi penyelenggraaan Pilkades secara nasional;

2. Kemenristekdikti dengan bekerjasama dengan BPPT dan PT. Inti yang mendukung peralatan dan metode pelaksanaan e-voting. 
3. Kemendesa dan Daerah Tertinggal dalam rangka fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;

4. Kepolisan RI (POLRI)  dalam rangka pengamanan dan tertib penyelenggaraan Pilkades;

5. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pembinaan dan fasilitasi pendidikan politik masyarakat secara terkoordinasi;

6. Pemerintah Kabupaten Pemalang  bertanggungjawab dalam penyelenggaraan  Pilkades; 
7. Pemerintah Kecamatan sebagai koordinator dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa/kelurahan. Dan tentunya paeran serta politik masyarakat desa dalam Pilkadesa untuk menentukan kepemimpinan, pengembangan kelembagaan dan arah pembangunan enam tahun ke depan bagi desa sebagai daerah otonomi (SM network, 2018).
Pilkades  serentak dengan  e-voting dimaksudkan sebagai upaya menghadirkan  TI dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa atau pemilihan umum secara elektronik   secara nasional. Pada tahun 2020 Kemenristekdikti akan mengusulkan kepada Presiden untuk  memanfaatkan  TI  bagi pelaksanaan Pemilihan Umum, Pilkada (Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati/Walikota) (Publikasi Kemenristekdikti, 2018). Pelaksaaan uji coba telah dimulai sejak tahun 2016 dalam pemilihan bupati/walikota (Pilkada) di Provinsi Sulawesi Selatan  dan terbukti hasilnya baik, dengan tingkat kesalahan nol persen dan akurasi secara baik dan upaya pencegahan peretasan system/software   semakin diperbarui dan ditingkatkan kualitasnya (Kemenristekdikti, 2018).        

C. Pilkades dan Pelaksanaan  E-Voting  di Kabupaten Pemalang
1. Gambaran Umum Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang dipilih sebagai uji coba pelaksanaan secara e-voting tahun 2018 sebagai langkah inovasi baru dalam proses poltik di negara kita.  Kabupaten Pemalang  memiliki luas wilayah sebesar 111.530 Ha sebagian berada di kawasan pesisir (bagian Utara) dan kawasan perbukitan di bagian Selatan. sebagian besar wilayah merupakan tanah kering seluas 72.836 Ha (65,30%) dan tanah persawahan seluas 38.694 Ha (34,70%). 
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Wilayah Kabupaten Pemalang secara administratif terbagi  menjadi secara administratif,  terbagi menjadi 14 Kecamatan yang terdiri dari 222 desa/kelurahan, 1.303 Rukun Warga dan 6.453 Rukun Tetangga.  Keempat belas kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Moga, Warungpring, Pulosari, Belik, Watukumpul, Bodeh, Bantarbolang, Randudongkal, Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal, dan Ulujami. Kecamatan yang memiliki wilayah administratif paling luas adalah Kecamatan Bantarbolang yaitu mencapai 139,19 Km2(12,48%) sedangkan yang paling sempit adalah Kecamatan Warungpring yaitu seluas 26,31 Km2 (2,36%).
Perkembangan  penduduk Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2013 sebanyak 1.279.596 jiwa dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 1.295.367 jiwa, atau selama kurun waktu lima tahun naik sebanyak 15.771 jiwa (1,23%). Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Pemalang tahun 2013 hingga tahun 2017 dapat dilihat pada  garfik,  berikut ini.
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Sumber: BPS, Kab. Pemalang 2017,2018

Perkembangan  penduduk di Kab. Pemalang Tahun 2013-2017

Jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang pada tahun 2017 mencapai 1.295.367 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 640.662 jiwa (49,46%) dan jumlah penduduk perempuan sebesar 654.705 jiwa (50,54%). Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2016 sebanyak 1.292.573 jiwa dengan penduduk laki-laki sebesar 639.797 jiwa (49,50%) dan penduduk perempuan mencapai 652.776 jiwa (50,50%). Rasio jenis kelamin selama kurun waktu lima tahun terakhir dengan rata-rata sebesar 98% per tahun, sedangkan kepadatan penduduk tahun 2017 sebesar 1.280,00 jiwa/km2 naik sebesar 10,44% dibandingkan tahun 2016 sebesar 1.158,95  jiwa/km2, secara rinci dapat dilihat pada  data berikut ini.
Perkembangan  Penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2013 – 2017 
	No
	Variabel
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	1. 
	Jumlah penduduk (jiwa)
	1.279.596
	1.284.236
	1.288.566
	1.292.573
	1.295.367

	2. 
	Laki-laki (jiwa)
	622.313
	635.501
	637.858
	639.797
	640.662

	3. 
	Perempuan (jiwa)
	632.374
	648.289
	650.708
	652.776
	654.705

	4. 
	Rasio Jenis kelamin (%)
	98,0
	98,01
	98,0
	98,01
	97,85

	5. 
	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km2)
	1.147,31
	1.151,47
	1.155,34
	1.158,95
	1.280,00 


Sumber: BPS, Kab Pemalang 2018
Penduduk Kabupaten Pemalang meningkat dari tahun ke tahun  dan persebaran penduduk di Kabupaten Pemalang cenderung kurang merata, yaitu terdapat 3 Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu  kecamatan  yang terletak di daerah pusat kota dan daerah penyangga perkembangan perekonomian daerah, yaitu Kecamatan Pemalang,  Taman, dan  Petarukan  dengan  proporsi penduduk   sebanyak 484.711 jiwa  (37,61%) dari  seluruh penduduk. 
Pelaksanaan Pilkades  (2018)   dengan jumlah pemilih  di 172 desa lebih kurang sebanyak 70% dari jumlah penduduk  di Kabupaten Pemalang.  Pilkades sebagai peristiwa politik penting di desa serta ditanggapi dengan antusiasme  yang penting dibandingkan dengan pemilihan umum lainnya. Mengapa demikian, hal ini dikarenakan  sense of bellonging warga desa terhadap pemimpinnya. Keterikatan  masyarakat desa terhadap panutannya, “keterikatan terhadap rasa lokalitasnya”, hal ini diketahui dari kesediaan dari para perantau di kota-kota besar rela untuk pulang ke desa demi mensukseskan Pilkades, demikian pula dengan masyarakat di Kabupaten Pemalang pada umumnya.  
2. Desa yang Melaksanakan Pilkades di Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang secara administratif terbagai  menjadi sebanyak 222 desa/kelurahan. Sedangkan jumlah desa  yang telah ditetapkan  melaksanakan Pilkadesa setentak pada tahun 2018  sebanyak 172 desa (77,47%). Berdasarkan  SK Bupati Pemalang No: 141.1/386/Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2018  dengan perincian desa, sebagai berikut :

	No
	Kecamatan
	Jml
Desa Pilkades
	Perincian Desa yang Melaksanakan Pilkades

	1
	Moga
	10
	Meliputi : Desa Kebanggan, Sima, Mandiraja, Walangsanga, Gendoang, Pepedan, Plakaran, Banyumudal, Moga, Wangkelang.



	2
	Warungpring
	5
	Meliputi : Desa Karangdawa, Mereng, Datar, Pakembaran, Cibuyur.



	3
	Belik
	9
	Meliputi : Desa Badak, Gunung Tiga, Gunjng Jaya, Simpur, Mendelem, Belik, Gombong, Bulakan, Sikasur



	4
	Randudongkal
	16
	Meliputi : Desa Semaya, Mangli, Lodaya, Kalitorong, Kalimas, Kejene, Kreyo, Gongseng, Mejagong, Gembyang, Penusupan, Karangmoncol, Rembul, Randudongkal, Kecepit, Semingkir.



	5
	Ampelgading
	13
	Meliputi : Desa Kemuning, Karangtalok, Wonogiri, Tegalsari barat, Tegalsari timur, Sokawati, Kebagusan, Sidokare, Blimbing, Ampelgading, Banglarangan, Cibiyuk, Karangtengah.



	6
	Bodeh
	15
	Meliputi : Desa Longkeyang, Kesesirejo, Gunungbatu, Jatiroyom, Parunggalih, Payung, Jraganan, Babakan, Kebandaran, Jatingarang, Kwasen, Karangbrai, Bodeh, Muncang, Pendowo.



	7
	Petarukan 
	16
	Meliputi :  Desa Serang, Tegalmlati, Nyamplungsari, Kendalrejo, Pesucen, Kendalsari, Karangasem, Iser, Temuireng, Klareyan, Petanjungan, Sirangkang, Panjunan, Kalirandu, Loning, Kendaldoyong.



	8
	Ulujami
	15
	Meliputi : Desa Pesantren, Rowosari, Wiyorowetan, Limbangan, Pamutih, Bumirejo, Sukorejo, Pagergunung, Samong, Botekan, Tasikrejo, Kaliprau, Padek, Ambowetan, Mojo.



	9
	Comal
	16
	Meliputi : Desa Kandang, Lowa, Ambokulon, Gedeg, Gandu, Gintung, Sikayu, Klegen, Susukan, Kebojongan, Kauman, Purwosari, Sarwodadi, Pecangakan, Sidorejo, Tumbal.



	10
	Watukumpul 
	10
	Meliputi : Desa Nyalembeng, Pagenteran, Clekatakan, Penakir, Gunungsari, Cikendung, Batursari, Siremeng.



	11
	Bantarbolang
	10
	Meliputi : Desa Banjarsari, Suru, Sarwodadi, Wanarata, Pegiringan, Purana, Kuta, Glandang, Kebongede, Lenggerong.



	12
	Pemalang
	12
	Meliputi :  Desa Mengori, Danasari, Sewaka, Banjarmulya, Lawangrejo, Surajaya, Wanamulya, Bojongnangka, Kramat, Pegongsoran, Sungapan, Saradan.



	13
	Watukumpul
	11
	Meliputi : Desa Tundagan, Gapura, Bongas, Jojogan, Cawet, Medayu, Tambi, Tlagasana, Pagelaran, Majalangu, Majakerta.



	14
	Taman
	16
	Meliputi : Desa Wanarejan Utara, Gondang, Taman, Asemdoyong, Jebed Selatan, Banjardawa, Jrakah, Kejambon, Sitemu, Pedurungan, Kaligelang, Kabunan, Sokawangi, Banjaran, Penggarit, Kedungbanjar.




Sumber : Setda Kab Pemalang, 2018

Berdasarkan data tersebut,  maka diketahui sebanyak 172 desa di 14  kecamatan di Kabupaten Pemalang secara serentak melaksanaan Pilkades secara electronic voting (e-voting) dengan jumlah pemilih lebih kurang 70% dari jumlah penduduk. Jumlah Pilkades yang dilaksanakan terbanyak  di 4 Kecamatan Randudongkal (16 desa), Petarukan (16 desa), Comal (16  desa)  dan  Kecamatan Taman (sebanyak 16 desa). Sedangkan kecamatan dengan jumlah Pilkades terkecil adalah Kecamatan Warungpring (sebanyak 5 desa) saja. 
Pelaksanaan Pilkadesa diselenggarakan setiap hari Minggu (hari libur) sejak tanggal  2 September  sampai dengan    4 Nopember 2018 secara serentak di setiap kecamatan. Penyelenggaraan dilaksanaakn dalam 10 gelombang Pilkades dengan fasilitasi dari perangkat daerah Kabupaten Pemalang. Masing-masing OPD Kabupaten Pemlang terlibat dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pilkades, terjun langsung ke desa  penyelenggara Pilkades.  
Sedangkan pelantikan hasil Kades Baru (terpilih)  telah dapat dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Pemalang pada  hari Minggu 2 Desember 2018  dilantik sebanyak 83 orang Kepala Desa baru dan selanjunya menyusul sampai permasalahan dapat diselesaikan.  

Pemilih Pilkades di Kabupaten Pemalang di 172 desa pada umumnya    berpendidikan  formal  relatif rendah (rata-rata pendidikan penduduk  lulus  SD/SLTP).   Namun prosedur pelaksanaan Pilkadesa secara e-voting telah  dapat diikuti dengan baik oleh masyarakat di  Kabupaten Pemalang. Capaian kinerja yang baik dalam pelaksanaan Pilkades tahun 2018 sebagai langkah uji coba inovasi baru tidak mengalami kesulitan di lapangan, adanya fasilitasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendorong capai kegiatan yang baik. 

Pelaksanaan e-voting  tahun 2018  telah  diselenggarakan  dengan  baik dan lancar. Meskipun terdapat beberapa permasalahan (misalnya : menumpukknya antrean, kendala teknis ringan lainnya), secara teknis telah dapat diatasi dalam pelaksanaannya di lapangan oleh tim pendukung (termasuk serangan peretas software Pilkades  semakin ditingkatkan). 
3. Pelaksanaan E-Voting Pilkades  
Pelaksanaan Pilkades kali ini  sangat berbeda dengan pemilihan sebelumnya yaitu dengan tidak diperlukannya kartu suara, perhitungan kartu suara dan kotak suara,  karena telah ada dalam bentuk file dan demikian pula proses perhitungan suara hasil Pilkades secara otomatis terhitung dalam   rekapitulasi hasil pemilihan.  Maka yang diperlukan adalah meningkatkan  partipasi warga desa dalam menggunakan hak pilih, terutama bagi pemilih pemula (kelopok usia yang baru pertama kali menggunakan hak pilih) dan kaum perempuan  di perdesaan agar keterwakilan atau perhatian dalam kebijakan pembanguna politik di desa. Tahap-tahap pelaksanaan Pilkada dilaksanakan  kegiatan adalah sebagai berikut :    
	No
	Tahapan
	Pelaksanaan Pilkades 
	Hasil  Kegiatan 

	1
	Tahap Sosialisasi
	a. Pengenalan mekanisme electronic voting kepada  pemilih di masing-masing desa dilaksanakan sejak tahun 2016. Fasilitasi pemerintah desa dan perangkat daerah dengan penanggung jawab  Pilkades yaitu Dispermades.

b. Koordinasi di tingkat wilayah antara perangkat daerah, kecamatan  dengan Polri (melalui Posek) untuk kelancaran penyelenggaraannya.

c. Dalam pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Pemalang tidak diperbolehkan adanya calon tunggal (melawan kotak kosong).
	· Warga desa yang telah memiliki hak pilih mengerti cara menggunakan hak pilih.

· Hari dan tahapan pelaksanaan Pilkades.  

	2
	Peralatan dan Metode Pelaksanan E-Voting 
	Pelaksanaan pemungutan suara dalam Pilkades meliputi  tahapan yaitu :

a. e-Voting adalah pelaksanaan pemlihan oleh pemilih di bilik pemungutan suara dengan  memilih tada gambar secara elektornik (tanpa kartu suara);

b. e-Verifikasi adalah tahap verifikasi calon pemilih dengan bukti e-KTP:

c. e-Counting adalah tahap perhitungn distribusi sudat sesuai dengan banyaknya calon Kades;

d. e-Rekapitulasi adalah rekapitulasi hasil yang menunjukkan capaian hasil dari masing-masing cakon Kades.

Berdasarkan data teknis dari BPPT dalam pelaksanaan Pilkades dipergunakan lima peralatan, sebagai berikut :

a. Peralatan electronic voting (e-voting) menggunakan peralatan yang diproduksi oleh BPPT dan PT. Inti (produk dalam negeri yang membanggakan secara nasional).

b. Peralatan yang dipergunakan terdiri dari : (1) 1 set computer dipergunakan untuk menampilkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing desa;  DPT terdiri dari data yang telah diinput dan diverifikasi oleh Panitia Pemilihan Desa (Panitia Pelaksana Pilkades); Komputer kedua adalah pembaca kartu  tanda penduduk (KTP Reader) yang dipergunakan untuk membaca data kependudukan warga yang akan menggunakan hal pilihnya.

c. Peralatan selanjutnya adalah komputer E-Voting dan Rekap Laporan  Pelaksanaan Pilkades.

d. Tata urutan pelaksanaan Pilkades E-Voting sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Pilkades pada umumnya. Hanya saja tidak lagi menggunakan kertas suara dan  rekapitulasi data  hasil Pilkades secara manual.

e. Dalam pelaksanaan Pilkades E-Voting pemilik suara cukup datang ke TPS dan menempelkan e-KTP, kemudian di verifikasi dengan sidik jari telunjuk kiri atau kanan. Selanjutnya ada komputer genarator yang berfungsi membuka akses sistem ke bilik suara (dimana pemilih memberikan suara dengan memilih tanda gambar Calon Kades) tanpa surat suara. 

f. Selanjutnya pemilih menggunakan hak pilih dan suara secata otomatis sudah terekam  dan jurnal  suara hasil Pilkades sudah langsung terekam.

g. Setelah penutupan waktu pemilihan secara langsung dapat dinyatakan hasilnya yang meliputi : jumlah pemilih, jumlah pemilih yang menggunakan hak Pili (persentase kehadiran pemilih yang menentukan kuorum pelaksanaan Pilkades), distribusi suara yang dihasilkan dan jumlah suara yang syah  serta suara yang tidak syah.  

h. Berdasarkan publikasi dari Dinas Pemberdayaan Masyaraat dan Desa Kabupaten Pemalang diketahui waktu pelaksanaan dari Jam 07.00 – 15.00 WIB. Ternyata sebagaian besar Pilkades dapat diselelsaikan dalam waktu 4 – 5 jam saja.

	· Terlaksananya  pemilihan yang dilakukan dalam 10 tahap pelaksanaan Pilkades sebagaimana ditetapkan dalam SK Bupati Pemalang tentang Pilakdes.
· Verifikasi pemilih yang telah menggunakan hal pilih.

· Rekapitulasi dari seluruh desa dikumpulkan di tingkat Kabupaten Pemalang. Dan menjadi arsip milik daerah.

	3
	Perhitungan hasil Pilkades 
	a. Perhitungan  Pilkades dan distribusi  suara dalam pemilihan telah tersusun dan segera dapat dilesesaikan.

b. Pelaporan pelaksanaan Hasil Pilkades pada hari itu pula dapat diselesaika oleh Panitia Pemilihan.


	Hasil perhitungan pelaksanaan dengan telah ditetapkannya Kades terpilih.
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	Pengesahan Hasil Pilkades 
	a. Pengesahan dilaksanakan dengan tanda tangan berita acara  oleh Panitia Pemilihan dan saksi-saksi secara elektronik.

b. Pengesahan hasil Pilkades seluruh Kabupaten Pemalang ditetapkan dengan SK Bupati Pemalang.


	Hasil Pilkades disyahkan pleh Panitia Pelaksana  

	5
	Pelantikan Kades Terpilih
	a. Penetapan SK Bupati tentang Kades terpilih dalam Pilkades yang lalu.

b. Pelantikan Kades terpilih dilaksanakan secara serentak  oleh Bupati Pemalang di Pendopo Kabupaten Pemalang pada  hari Minggu 2 Desember 2018.


	Pelantikan Kades terpilih dan telah dilantik.



Sumber : Dispermades Kab. Pemalang (diolah)
Pilkades dilaksanakan  dengan berpedoman pada  Permendagri Nomor 17 Tahun 2017 tentang  Pilkades, terutama  bagi pelaksanaan demokratisasi   langsung di desa. Pilkadesa dengan agenda  memilih kepala desa secara langsung oleh warga desa yang telah memiliki hak pilih. Pilkades memilih kepala desa untuk masa jabatan selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali sampai dengan 3 kali masa jabatan (dapat menjabat selama 18 tahun).
Pelaksanaan Pilkades dengan menggunaan metode e-voting telah banyak memangkas tahapan kegiatan,  berkurangnya  proses penyusunan kartu suara dan perhitungan kartu suara Pilkades. Dengan demikian maka material yang dipegunakan semakin ringkas dan menghemat. Demikian pula pelaksanaan Pilkades sejak persiapan sampai dengan tajap pengesahan hasil memerlukan waktu  antara 4 – 5 jam saja dan telah dapat diselesaikan, hal ini menunjukkan waktu yang lebih singkat daripada Pilkades secara konvensional. Kalau  warga desa yang memiliki  hak pilih  telah memenuhi kuorum maka proses ini  akan lebih cepat diselesaikan.  Penyelenggara Pilkades segera dapat menetapkan Kades terpilih kalau tidak terjadi tuntutan atau  persengkatan dalam pelaksanaannya. Penanganan persengkataan Pilkades oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan fasilitasi Dispermades.  

D. Penutup    
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan  pada uraian bagian terdahulu  maka  dapat dirumuskan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Pilkades bagi masyarakat desa sebagai pesta demokrasi di desa berperan sangat penting dalam rangka otonomi desa, memilih  kepala desa secara langsung, umum, bebas dan rahasia dengan menggunakan hak pilih secara langsung. 
2. Rasa  keterikatan dengan pemimpin sebagai panutan di desa telah menjadikan Pilkades menjadi pemilihan umum yang ditanggapi masyarakat desa secara antusiasme dan memiliki rata-rata  partisipasi politik yang  tinggi pada ummnya. Hal ini terkait erat dengan hubungan sosial dalam masyarakat desa di Kabupaten Pemalang dengan   pemimpinnya  relatif baik.
3. Pelaksanaan  Pilkades yang dilaksanakan  secara inovatif (dengan e-voting, e-counting, e-rekapitulasi dan e-reporting Pilkades)  dapat terlaksana  secara langsung, bebas, rahasia dan transparan dalam penyelenggaraannya. Pemanfaatan teknologi informatika dalam proses politik yaitu memilih kepala desa dapat terlaksana dengan baik. Hasil  ini karena adanya sosialisasi yang luas dan fasilitasi dalam penyelenggaraannya. 
4. Penjelasan dan transparansi pada  tahapan Pilkades  e-voting memudahkan  warga desa dapat memahami  seluruh proses dan menaruh kepercayaan (trust) pelaksanaan Pilkades  akan berdampak pada legitimasi (trust) kepada Kepala Desa terpilih. Bahwa pemimpin mereka adalah pilihan warga desa bukan ”pilihan mesin”. Kepercayaaan kepada kepala desa terpilih menjadi pemimpin desa yang menjalankan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan desa.  
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